BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TEN GGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 32 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAYANAN INF ORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE UTARA,

2 bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
baik, terbuka dan akuntabel

, Menimbang :

(0 pemerintahan yang
| diperlukan keterbukaan informas publik dalam
pemerintahan  dan

proses penyelenggaraan
adanya system

pembangunar, sehingga perlu
pengelolaan informasi dan dokumentasi;

bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat
dipertanggungjawabkan perlu adanya pedoman
untuk mengelola pelayanan informasi di lingkungan
pemerintahan Kabupaten Konawe Utara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b diatas, maka
dipandang perlu mengatur Pedoman Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Konawe Utara,
Peraturan Bupati.

. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 795,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3851);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13

Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten
Konawe Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4689;

Mengingat

|
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Menetapkan

. Undang - undang No.

Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4689
14 Tahun 2008 Tentang

Keterbukaan Informasi publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

Lembaran Negara Indonesia Nomor 4840),
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
- Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
" Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) ; Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010

- tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor ]:4

Tahun 2008 Tentang Keterbukan Informasi Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5149);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun

| 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan

Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
Sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan
Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2017 tentang
pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan
dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dala.m

Negeri dan Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika

No.14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur

bidang Komunikasi dan Informatika di Lingkungan

Kementrian dan Pemerintah Daerah.
Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor

| 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG
PEDOMAN PELAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DILINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN KONAWE UTARA
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

j
2

&

o' N ooasp

11.

12.

13.

Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.

Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan perinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 194535.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara.
Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe

Utara;
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Konawe Utara;

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD
dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah yang menjadi
kewenangan Daerah.

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda
yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun
penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca, yang disajikan
dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non
elektronik, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara
elektronik maupun non elektronik.

Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan dan
pencatatan dokumen, data, gambar dan suara untuk bahan informasi

public.
Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola,

dikirim dan /atau diterima oleh Pemerintah Daerah yang berkaitan
dengan penyelenggara Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan serta informasi lain yang berkaitan dengan
kepentingan publik.
Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif dan badan lain yang
fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara,
yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan / atau anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian
atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dan / atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
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dan / atay anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan

Wi masyarakat, dan / atau luar negeri.

- Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk
menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik.

15. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut
PPID adalah pejabat struktural yang bertanggung jawab dalam
pengumpulan, pendokumentasian, pelayanan informasi di
Pemerintahan Daerah.

16. PPID Pembantu adalah pejabat struktural yang bertanggung jawab
dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan,
penyediaan, distribusi dan pelayanan informasi di lingkungan SKPD.

17. Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung PPID.

18. Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya
disebut PLID adalah susunan pengelola layanan informasi dan
dokumentasi di lingkungan pemerintah daerah

19. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah
serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses

~ penyelenggaraan tugas - tugas PPID

20. Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara

((‘ sistematis tentang seluruh informasi publiK yang berada dibawah
penguasaan Pemerintah Daerah tidak termasuk informasi yang
dikecualikan.

21. Ruang Pelayanan dan Dokumentasi yang disingkat RPID adalah
tempat pelayanan informasi dan dokumentasi publik.

22. Sistem Informasi dan Dokumentasi Publik yang selanjutnya disingkat
SIDP adalah sistem penyediaan layanan informasi dan dokumentasi
publik secara tepat, mudah dan wajar sesuai dengan undang-undang
keterbukaan Informasi publik.

23. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi
publik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan peruhdang—
undangan.

24. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum,

atau badan publik.
25. Pemohon Informasi Publik adalah warga Negara dan / atau badan

huku_m' Indoni::sia yang mengajukan permintaan informasi publik
sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Pasal 2

Pemerintah_an Daerah sebagai Badan Publik melaksanakan pengelolaan
pelayanan informasi dan dokumentasi.
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Pasal 3

(1) Informasi Publik dilingkungan Pemerintah Daerah bersifat terbuka dan

dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
(2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh
dan

pemohon informasi publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan
dapat diakses dengan mudah

(3) Terdapat Pengecualian Informasi
ayat (2), yang bersifat :

a. Ketat dan terbatas
b. Rahasia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan kepatuhan

dan kepentingan umum.

Publik sebagaimana dimaksud pada

(4) Informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang

dikecualikan didasarkan pada pengujian atas konsekuensi yang timbul
apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat, dengan

pertimbangan yang saksama bahwa menutup informasi publik dapat
melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau

sebaliknya.
q‘ (5) Sifat informasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) memiliki

pengertian :
a. Bersifat ketat artinya, pengecualian informasi dilakukan dengan
pengujian secara saksama dengan mempertimbangkan berbagai

aspek legal, kepatutan, dan kepentingan umum,
b. Bersifat terbatas artinya, alasan pengecualian sesuai dengan

peraturan perundang — undangan.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak Pemerintah Daerah

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah berhak menolak untuk memberikan informasi yang
dikecualikan sesuai Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008.

(2) Informasi yang dikecualikan yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya

(3) Informasi yang tidak dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah,

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
a. Informasi yang dapat membahayakan Negara;
b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha
dan persaingan usaha tidak sehat;
c. Informasi yang berkaitan dengan hak - hak pribadi;
d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan dan/atau;
e. Informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan
(4) Pemerintah Daerah berhak menolak memberikan informasi publik
apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

"
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Bagian Kedua
Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 5

memberikan dan/atau
dibawah kewenangannya
rmasi yang dikecualikan

(1) Pemerintah Daerah wayjib menyediakan,
menerbitkan informasi publik yang berada
kepada pemohon informasi publik, selain info

sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
(2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Pemerintah Daerah membangun dan mengembangkan sistem infc:trmasi
dan dokumentasi pengelolaan informasi publik yang dapat diakses

dengan mudah

BAB IV
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Pasal 6

(1) Untuk mengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dilingkungan

Pemerintah Daerah maka ditetapkan PPID.
(2) Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi dan

terdiri atas :
a. Tim Pertimbangan;
b. PPID ; dan

c. PPID Pembantu.
(3) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melekat pada pejabat

struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi;
(4) Untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan PPID maka dibentuklah

personalianya dalam struktur organisasi PLID;
(5) PPID sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf (b) adalah PPID

dokumentasi

Utama
(6) PPID ditetapkan oleh keputusan Bupati.

Pasal 7

(1) Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal (6) ayat (2) huruf
(a), ditetapkan dengan Keputusan Bupat.
(2) Tim pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan uji konsekuensi
terhadap informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya ditetapkan

dengan keputusan Bupati dan ;
b. Membahas, menyelesaikan dan memutuskan atau menanggapi

keberatan atas pelayanan informasi.
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Pasal 10

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9,

PPID berwenang: | _
a. Menolak memberikan informasi yang di kecualikan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan; |
b. Pemerintah berhak menolak memberikan informasi yang berulang -

ulang namun tidak memiliki relevansi dengan tujuan.
c. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan

kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
d. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID
pembantu atau pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya,
Menentukan suatu informasi dapat/tidaknya di akses publik;

B
f. Menugaskan PPID pembantu untuk membuat, mengumpulkan serta
memelihara informasi dan,
g. Dokumentasi untuk kebutuhan organisasi;
h. Melakukan pembinaan , pengawasan dan evaluasi terhadap kebijakan
Pemerintah Daerah

dan pelayanan informasi publik di lingkungan
Kabupaten Konawe Utara.

Pasal 11

PPID pembantu sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf (c),
mempunyai kriteria sebagai berikut :

(1) Merupakan pejabat struktural yang melaksanakan tugas pokok dan

fungsi PPID pada masing — masing SKPD;
(2) Jabatan PPID pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

melekat pada jabatan :
a. Kepala Bagian di Lingkungan Sekertariat Daerah;

b. Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
c. Kepala Dinas/Badan/kantor/Sekretaris atau kepala tata usaha

pada masing — masing SKPD Lingkup Pemerintah Daerah;
(3) Jabatan PPID pembantu sebagaimana pada ayat (2) Ditetapkan

dengan Keputusan Kepala SKPD;
(4) Bertugas membantu PPID utama dalam melaksanakan ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam pasal (9) dan pasal (10);
(5) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPID pembantu
khususnya sekretariat DPRD bertugas untuk :
a. Mengumpulkan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan
dokumentasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai peraturan

perundang —undangan yang berlaku,;

b. Mengkoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada DPRD
untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses
oleh publik;

c. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk
disampaikan kepada PPID utama untuk dilakukan uji konsekuensi.

(6) Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID utama secara

berkala dan sesuai kebutuhan.
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Pasal 12

Tata kerja PPID dilingkungan Pemerintah Daerah diatur oleh Bupati sesuai
dengan kewenangannya.

BAB V
PEMOHON INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Pasal 13

Pemohon informasi dan dokumentasi meliputi :

Perseorangan;
Kelompok masyarkat;

Lembaga swadaya masyarakat ;
Organisasi masyarakat;

Partai politik; atau

Badan publik lainnya.

-0 Qo op

Pasal 14

Pemohon informasi dan dokumentasi kepada pemerintahan Daerah harus

memenuhi persyaratan :
a. Mencantumkan identitas yang jelas;

b. Mencantumkan alamat dan nomor telepon;
c. Menyampaikan secara jelas jenis informasi dan dokumentasi yang

dibutuhkan; dan
d. Mencantumkan maksud dan tujuanpermohonan informasi dan
dokumentasi.

BAB VI
KELENGKAPAN PLID

Kesatu
Struktur Organisasi PLID

Pasal 15

Struktur organisasi PLID Pemerintah Daerah, terdiri dari :

a. Pembina, dijabat oleh Bupati dan Wakil Bupati;

b. Pengarah, selaku atasan PPID di jabat oleh Sekretaris Daerah;

c. Tim Pertimbangan, dijabat oleh Para Pejabat Eselon 1II di
lingkungan Sekretariat Daerah, dan pejabat yang menangani bidang
hukum; |
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d. PPID Utama, dijabat oleh Pejabat yang menangani informasi dan

dokumentasi;
e. PPID Pembantu, dijabat oleh Pejabat pada SKPD yang

mengelola informasi dan dokumentasi; N o
ang adalah Qekretariat PLID terdiri darl Bidang

f. Bidang pendukung ¥y : :
Pcngolgalfan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Infornasi

dan Dokumentasi, Bidang Dokumentasi dan Arsip dan Bidang Fasilitasi

Sengketa Infomasi; dan

Pejabat fungsional; _
Kelengkapan Struktur Organisasi PLID termuat dalam Lampiran I yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturarn Bupati ini.

o 0

Bagian Kedua
SOP PPID

Pasal 16

'(‘ (1) Pedoman mengenai SOP PPID dibuat oleh badan publik sesuai dengan
| peraturan perundang - undangan yang berlaku.
(2) Pedoman mengenia SOP PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit memuat ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

a. Kejelasan tentang pejabat yang ditunjuk sebagai PPID Utama dan

PPID Pembantu;

b. Kejelasan tentang orang yang ditunjuk sebagai pejabat fungsional
dan/atau petugas informasi apabila diperlukan,;

c. Kejelasan pembagian tugas, tanggung jawab dan kewenangan atasan
PPID Utama dan PPID pembantu.

Pasal 17

r. (1) Jenis - jenis SOP PPID, antara lain :
a. SOP Penyusunan daftar Informasi;
b. SOP Pelayanan permohonan informasi public;
c. SOP Uji konsekuensi informasi public;
d. SOP penanganan keberatan informasi; dan
e. SOP Fasilitas sengketa Informasi.

(2) Format SOP tercantum pada lampiran II, yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
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